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PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI

KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah ditetapkan
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata;

bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi
yang berakibat pada perubahan jenis dan pelaksanaan
kegiatan serta dialihkannya alokasi dana Tugas
Pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus, Peraturan
Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan pada Kementerian Pariwisata perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelaksanaan

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5262);

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 147);

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248 /PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil
pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi,
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

Unit Kerja Eselon I adalah unit organisasi di lingkungan
Kementerian yang melaksanakan kegiatan di
Kementerian dan memberikan Dana Dekonsentrasi.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
Dekonsentrasi bidang tertentu di provinsi.

Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi
adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang
telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana
keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun
menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.

Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut DHP
RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-
K/L per Unit Kerja Eselon I dan program dalam suatu
Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan

hasil penelaahan.
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8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga
serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi
sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta
dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan
Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut APIP
Kementerian adalah Inspektorat yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung
jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris
Kementerian.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

11. Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Kepariwisataan.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

BAB II
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Pengaturan mengenai pelaksanaan Dekonsentrasi
dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja
Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

Dekonsentrasi.



